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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0141/Pdt.G/2019/PA.TBK

الرحيم    الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tanjung  Balai  Karimun  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara tertentu  pada tingkat  pertama dalam sidang majelis  telah

menjatuhkan penetapan perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta

Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  51 tahun, Agama Islam,  pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten

Karimun, sekarang  sudah  tidak  diketahui  lagi

keberadaannya secara pasti  baik di dalam mupun di luar

wilayah  Negara  Republik  Indonesia  (gaib),  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April  2019 telah

mengajukan  gugatan  harta  bersama,  yang  telah  didaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tanjung  Balai  Karimun  dengan  Nomor

0141/Pdt.G/2019/PA.TBK,  tanggal  02  April  2019,  dengan  dalil-dalil

sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah  menghadap  sendiri  ke  muka  sidang,  sedangkan  Tergugat  tidak

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  persidangan,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  terkait

gugatannya agar diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa  atas  nasihat  tersebut,  Penggugat  menyatakan  mencabut

gugatannya karena ingin menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan

terkait harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat

dalam berita acara sidang ini  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan

mencabut gugatannya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat mencabut  gugatannya

secara  lisan  di  muka  sidang  sebelum  surat  gugatan  Penggugat dibacakan,

maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  tindakan  hukum  Penggugat  yang  mencabut

perkaranya  tersebut  dapat  dibenarkan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam

Pasal 271/272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan

Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya,

maka Mejelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh

karena  perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang perkawinan, maka  sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006  dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  harus  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat, semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 0141/Pdt.G/2019/PA.TBK dicabut;
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3. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian  penetapan  ini  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis yang dilangsungkan pada hari  Selasa, tanggal  07 Mei  2019 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  02  Ramadhan  1440 Hijriyah, oleh  kami H.

Sulaiman,  S.Ag.,  M.H., sebagai  Ketua  Majelis,  H.  Saik,  S.Ag.,  M.H., dan

Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Alfi  Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti,  serta dihadiri  oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.  

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.
Perincian biaya:
1.  Pendaftaran Rp  30.000,00
2.  Proses Rp  50.000,00
3.  Panggilan Rp281.000,00
4.  Redaksi Rp  10.000,00
5  .  Meterai                    Rp    6.000,00+

 Jumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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